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BAB 1. PENDAHAULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilalui di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang di Jember karena menjadi tempat yang cocok dengan Program
Studi DIl Administrasi Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah. Intansi Vertikal sendiri mempuyai arti yaitu perangkat
dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan
departemen namun, mempunyai linkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai peran dalam
menangani piutang macet yang akan menjadi tugas pada bagian piutang negara.
Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara
berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Adapun lembaga
khusus yang mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau
badan-badan baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara
adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Adapun alasan dibentuknya
lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena:

a. sengketa itu menyangkut piutang Negara.

b. lembaga pengadilan masih belum mampu menyelesaikan sengketa dengan
cepat.

c. untuk mencegah supaya keuangan negara tidak di rugikan.

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi
Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang
dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang

berasal dari instansi. Instansi pemerintah yang tak dapat menyelesaikan sendiri
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piutang negara maka akan melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara
pada Kantor Pelayanan.

Pengelolan kekayan Negara mempunyai sistem dan tujuan dimana
pengurusan Piutang Negara harus dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar
keuangan Negara tidak dirugikan. Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan
Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara,
Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan
perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melaksanakan pengurusan Piutang Negara
perlu memiliki satu kesamaan dan tujuan dalam pengertian Piutang Negara, dan
pengertian pengurusan Piutang Negara itu sendiri. Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) mengikuti standart atau pedoman dari Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) yang menjadi acuan dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik
Indonesia sebagai salah satu Instansi pemerintah yang menyerahkan Piutang
Negara kepada panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kementerian Komunikasi dan
Informatika (KOMINFO) mempunyai tugas nelaksanakan pengawasan dan
pengendalian di bidang spectrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan
pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi, penguji
ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana
dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat,
serta urusan ketatausahaan dan kerumah-tanggan. Setiap penggunaan spectrum
frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio
yang dibayar setiap tahun dan disetor ke keas Negara sebagai Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Radio Perkumpulan menjadi salah satu stasiun Radio di
Kabupaten Banyuwangi yang belum membayarkan kewajiban Biaya Hak
Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika (KOMINFO). Kementerian Komunikasi dan Informatika
(KOMINFO) berulang kali mengirimkan surat tagihan keterlambatan pembayaran

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio kepada Radio Perkumpulan yang
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masih tidak ada tanggapan dan menjadi piutang macet. Kementerian Komunikasi
dan Informatika (KOMINFO) menyerahkan pengurusan Piutang Macet kepada
Kantor Pelayanan yang pengurusannya akan dilakukan oleh Panitian Pengurusan
Piutang Negara (PUPN).

Berdasarkan uraian tersebut maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini
mengambil pelayanan di bidang Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember dengan diberi judul “Prosedur
Pengurusan Piutang Negara Atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio
Banyuwangi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan praktek kerja
nyata ini meliputi:

a. untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang Prosedur
Pengurusan Piutang Negara dari Kementerian Komunikasi dan Informasi
(KOMINFO) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
di Jember.

b. untuk membantu pelaksanaan Pelayanan Piutang Negara pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Adapun kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata
ini meliputi:

a. memperoleh pengetahuan dan dapat memahami secara langsung tentang
Prosedur Pengurusan Piutang Negara atas Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi Radio pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember.

b. memperoleh pengalaman praktis tentang Pelayanan Piutang Negara pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
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1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember yang beralamat Jalan Slamet Riyadi No.
344A Patrang Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan atau 144
jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Februari sampai dengan 28
Februari 2018 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Diploma Il Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di Jember:

Senin — Jum’at :07.30-17.00 WIB

Istirahat :12.00 — 13.00 (Senin — Kamis)
:11.30 — 13.00 (Jum’at)

Sabtu — Minggu : Libur

1.4 Bidang llmu

a. Manajemen Perkreditan.
b. Bank dan Lembaga Keuangan non Bank.
c. Manajemen Keuangan.

d. Referensi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan, adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan
Table 1.1 sebagai berikut :
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Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Minggu Ke Jam
I ] " v

1. | Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata,
diawali dengan perkenalan kepada | X 8
kepala seksi dan pelaksana di

semua seksi yang ada pada KPKNL

2. | Pengarahan dan penjelasan tentang

gambaran umum dari KPKNL X 8
Jember

3. | Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | X 16
pada Seksi Piutang Negara

4. | Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata X 16
pada Sub Bagian UMUM

5. | Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata X 16

pada bagian Seksi Piutang Negara

6. | Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata X 16
pada Sub Bagian Umum

7. | Mengumpulkan data-data untuk

menyusun laporan Praktek Kerja X X X X 32
Nyata

8. | Menyusun Laporan Praktek Kerja X X X X 32
Nyata

9. | Total 144

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Februari 2018
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur dalam
laporan tugas akhir. Prosedur bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-
tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan
proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan
suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur
biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.
Siapapun yang berinteraksi dengan sebuah sistem memerlukan sejumlah prosedur
untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana
terkait dengan aktivitas-aktivitas. Prosedur-prosedur tersebut harus meliputi
perisapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan,
pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, persiapan dan distribusi output,
dan serta instruksi-instruksi operator computer. Dokumentasi dan pelatihan, atau
layar bantuan online. Para pengembang, pengguna, atau tim yang
mempresentasikan kedua kelompok dapat membuatkan produser. (Rowmney dan
Steinbart, 2015: 802)

2.2 Piutang Negara
2.2.1 Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-Undang Pasal 8 Nomor 49 Prp.
Tahun 1960

Menurut Undang-Undang Pasal 8 nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib
dibayarkan kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab
apapun. Berdasarkan Undang-Undang nomor 49 Prp. Tahun 1960 Bab Il Pasal 8
Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada negara ialah jumlah
uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan,
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perjanjian atau sebab apapun. Penjelasan pasal tersebut menjabarkan piutang

negara sebagi utang yang :

a. langsung terutang kepada Negara oleh karena itu harus dibayar kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan

b. terutang kepada badan-badan, misalnya perusahaan-perusahaan Negara,
Yayasan Perbekalan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan

sebagainya.

2.2.2 Pengertian Piutang Nergara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Piutang Nergara adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada
Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait
dengan piutang negara, yaitu:
a. sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan; dan
b. hak negara yang dapat dinilai dari uang. Hak itu tentu harus diupayakan dan
ditagih.

2.3 Pengertian Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) berdasarkan undang-undang No. 49 Peraturan Pemerinta
Pengganti Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan
upaya Pemerinta R.1. untuk melakukan pengamanan keuangan negara.
Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Peraturang Pemerintah Pengganti tahun
1960, PUPN bertugas:
a. mengurus Piutang Negara yang telah diserahkan kepadanya oleh Pemerintah;
b. piutang Negara yang diserahkan tersebut ialah piutang yang adanya besarnya

pasti menurut hukum.
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2.3.1 Prosedur Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus

Panitia dengan penanggung hutang merundingkan dan memperoleh kala
sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga
uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan
dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu
pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban
penanggung hutang untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai
kekuatan pelaksana seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang
berkekuatan pasti, untuk mana peryataan bersama itu berkrpala ‘“atas nama
keadilan”. Pelaksana ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu
sural paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang
kekayaan penangung hutang dan secara penyaderaan terhadap penanggung
hutang.

Pengurusan Piutang Negara secara khusus diatur dalam Pasal 10 dan 11
Undang-Undang No. 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara. Prosedur pengurusan piutang negara yang dapat
dikatakan khusus adalah pembuatan Pernyataan Bersama, yaitu kesepakatan
tertulis antara ketua PUPN cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah
hutang yang wajib dilunasi, termasuk cara-caraa penyelesaiannya dan saksi yang
jelas kepada debitur apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan
yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama (debitur wanprestasi). Isi yang
tercantum dalam PB adalah:

a. jumlah hutang yang harus dilunasi oleh debitur yang terdiri dari hutang pokok,
Bunga, denda, dan biaya administrasi pengurusan piutang negara.

b. cara-cara melunasinya, baik secara angsuran bulanan, triwulan maupun
semesteraan, yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu tahun.
Dengan adanya pembatasan jangka waktu maksimal satu tahun. Dengan
adanya pembatasan jangka waktu yang dapat disepakati di dalam Pernyataan
Bersama, maka diharapkan pengurusan piutang negara ini dapat diselesaikan
secara cepat, efektif, efisiensi dan optimal.
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c. barang apa saja yang dijadikan agunan hutang debitur, termasuk harta
kekayaan lain miliknya bila diperlukan.

d. kesediaan debitur untuk menerima sanksi bila terjadi wanprestasi, seperti
penagihan piutang negara dengan surat paksa, sita, pelelangan agunan
termasuk upaya hukum penyanderaan/paksa badan dan pencegahan debitur
berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia.

Bila Penanggung Hutang mentaati kesepakatan yang tertuang dalam
Peryataan Bersama, yang bersangkutan akan melunasi hutangnya, dan PUPN akan
menerbitkan Surat Peryataan Piutang Lunas (SPPNL). Namun sebaliknya, bila
Penanggung Hutang wanprestasi atas ketentuan yang telah disepakati dalam
Peryataan Bersama, PUPN akan melakukan penagihan secara sekalgus dengan
Surat Paksa. Kemudian, bila Surat tersebut juga tidak ditaati oleh Penanggung
Hutang, maka PUPN akan melakukan tindakan eksekusi, yang berupa:

a. penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;

b. pelaksana paksa badan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin
Hutang.

proses pengurusan yang dilakukan PUPN/DJKN dengan tahapan
sebagimana yang diuraikan di atas, meruakan proses pengurusan piutang negara

yang dilakukan secara khusus.

2.3.2 Biaya Administrasi Piutang Negara

Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Piutang
Negara, Biaya Administrasi Piutang Negara dibebankan kepada Penanggung
Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal
diterbitkannya SP3N. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan
dari jumlah hutang yang wajib dilunasi /diselesaikan oleh Penanggung Hutang.
Biaya Administrasi Piutang Negara dipungut secara proporsional dari setiap
pembayaran hutang yang diterima. Biaya Administrasi Piutang Negara merupakan
penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Biaya
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Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Biaya Administrasi Piutang Negara
diaturdalam Pasal 4 ayat 5, huruf g, h, I, dan j yang berbunyi sebagai berikut:

a. penerimaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk
pelunasan hutang yag dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per berkas
Kasus Piutang Negara;

b. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk
pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan mulai tanggal
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan 1% (satu
persen) dari jumlah wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;

C. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk
pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan
sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapka
sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per
Berkas Kasus Piutang Negara;

d. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk
penarikan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengan
persen) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per Berkas Kasus Piutang
Negara.

Biaya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibebankan kepada debitur
sehingga negara memperoleh tambahan penerimaan dengan yang tidak kecil.
Disamping hasil utama yang diperoleh berupa piutang negara yang berhasil ditarik

kembali/diamankan.

2.3.3 Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat
penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang penyelesaian
Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
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pengurusan Piutang Negara. Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara
bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali
mengenai Piutang Nagara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri
dalam Undang-Undang. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan
menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah
tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapusan Secara Mutlak
dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak dapat
dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN
(Panitia Urusan Piutang Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Pengurusan Piutang
Negara/Daerah dikatakan Optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSDBT
(Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN (Pantitia Urusan
Piutang Negara). PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih)
ditetapkan dalam masih terdapat sisa utang, tetapi:

a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai

ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

2.3.4 Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frequensi Radio

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mempunyai
tanggung jawab utama dalam bidang Komunikasi dan Informasi. Tugas
KOMINFO salah satunya yaitu, UPT Bidang Spektrum Radio yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan
spectrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber
pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran,
koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program,
penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan
ketatausahaan dan kerumah-tanggaan.

Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang

digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar (transmitter)
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ke perangkat penerima (receiver). Selain sebagai sumber daya alam terbatas,
spektrum frekuensi radio juga memilki peranan strategis dalam pengembangan
jaringan telekomunikasi, termasuk pembangunan jaringan pita lebar, dukungan
komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, penanggulangan
bencana, pencarian dan pertolongan, serta sebagai sarana komunikasi untuk
keperluan internal perusahaan, badan hukum, maupun instansi pemerintah.

Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP
Frekuensi Radio yang dibayar dimuka setiap tahun dan disetor ke kas negara
sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif BHP Frekuensi Radio
ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerian Kominfo. Peraturan terkait lainnya antara lain Peraturan Menteri
Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara
Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Kominfo
No. 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana
telah diubah terahir dengan Peraturan Menkominfo No. 24 Tahun 2010.

Untuk dapat menggunakan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi secara
daring (online) melalui aplikasi web yang disediakan oleh Ditjen SDPPI,
pemohon harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan
username dan password dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan tertulis;
b. melampirkan beberapa salinan dokumen sebagai berikut.
1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dari Kemkominfo;
2) Akte pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM,;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4) Brosur perangkat dan antenna (khusus untuk pengajuan melalui pelayanan
luring (off-line) melalui loket Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI).

Untuk pelayanan daring (on-line) sudah tersedia;
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5) surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai person in charge (PIC)
yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi
kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).

Pemohon akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya
Hak Penggunaan Frekuensi radio dan Pemohon harus segera melakukan
pembayaran BHP frekuensi radio senilai yang tertera pada SPP paling lambat 90
hari sejak tanggal penerbitan, jika tidak dibayar maka permohonan ISR akan
dibatalkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dan Bank BNI
setempat dengan menunjukkan SPP yang bersangkutan.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah
3.1.1 Sejarah Singkat

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang
negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas
mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang
merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam
pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri
Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang
susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang
Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.

Proses pelunasan piutang negara macet untuk memperoleh Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh
aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi
BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan
memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas
operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya,
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari
2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN) vyang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor
Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun
2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang

digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat

14
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Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Republik
Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan
negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan
inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN
dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya
mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan
pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93
kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada
LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini
DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan
di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN
yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan
negara.

Pada tahun 1991 didirikan kantor bernama Kantor Pengurusan Piutang
Negara (KP3N) Jember, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengurus
piutang negara. Sebagai kantor yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang
dimiliki sangat terbatas. Kantor masih menyewa (JI. Mastrip No. 79, Jember),
minim sarana transportasi serta sumberdaya manusia, Namun demikian, semangat
kami tetap tinggi untuk melayani pengguna jasa, dalam hal ini melaksanakan
pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh Bank-bank Milik Negara, Badan

Usaha Milik Negara dan Daerah, serta instansi Pemerintah.
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Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara. Dengan perubahan ini, tugas dan fungsinya
bertambah, yaitu selain memberikan pelayanan pengurusan pitang negara macet,
juga melayani lelang. Pengguna jasa KP2LN meliputi Instansi Pemerintah
Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan hukum Swasta dan
Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember memperoleh dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun gedung kantor.

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi
penambahan 2 (dua) tusi sekaligus, yaitu pengelolaan kekayaan negara dan
penilaian. Namanya pun berubah menjadi Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL). Pengguna Jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan. Penambahan tusi ini juga
diikuti dengan perbaikan sarana/prasarana. Saat ini KPKNL menempati gedung
kantor sendiri, sarana transportasi lebih dari cukup dan juga tersedia fasilitas
rumah dinas bagi Kepala Kantor, Kasubbag Umum dan Para Kepala Seksi, serta

mess karyawan.

3.1.2 Visi dan Misi KPKNL
a. Visi KPKNL
Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang

profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar — besar kemakmuran rakyat.

b. Misi KPKNL

1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan efisiensi pengeluaran dan efektifitas
pengelolaan kekayaan negara;

2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;

3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan
dalam berbagai keperluan penilaian;

4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel;
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5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan

kepentingan masyarakat.

3.1.3 Logo KPKNL Jember

Pada era sekarang ini setiap perusahaan atau kantor memiliki identitas
tersendiri yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
Menciptakan sebuah logo yang selain untuk membedakan diridengan perusahaan
lain tetapi juga sebagai identitas sebuah perusahaan. Sehingga hanya melihat
logonya saja masyarakat akan mengetahui perusahaan apa itu. Sebuah logo
perusahaan biasanya memilki makna tertentu. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) mempunyai logo yang mengikuti Kementerian Keuangan
karena Kantor Kekayaan Negara dan Lelang merupakan salah satu unit kerja yang
saat ini berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Departemen Keungan Republik Indonesia. Adapun logo dari Kementerian
Keuangan dapat dilihat pada gambar.
Gambar 3.1 Logo Kementerian Keuangan

¥
)
»
)

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Februari 2018
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Arti makna dari logo tersebut adalah :

a. padi dan kapas melambangkan cita-cita upayaa kita untuk mengisi
kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara
Republik Indonesia;

b. sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas;

c. gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan
keuangan negara;

d. ruang segi lima melambangkan dasar negara pancasila.

Aurti keseluruhan :

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan suatu daya yang
mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksankan tugas

kementerian keuangan.

3.2 Struktur Organisasi
3.2.1 Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas dan
akuntabilitas di seluruh perusahaan. perusahaan mencapai tujuan umum dengan
menetapkan tujuan keuangan yang dapat diukur untuk unit operasionalnya.
(James, 2007: 22) Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah
kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pengawasan. (Rowmney dan Steinbart, 2015: 233) Aspek-apsek Dalam struktur
organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut.
a. Sentarilasasi atau desentralisasi wewenang;
b. Hubungan pengarahan atau metriks pelaporan;
c. Organisasi berdasarkan industry, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran;
d. Bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi;
e. Organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi serta

informasi;

f. Ukuran dan jenis aktivitas perusahaan.
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Struktur organisasi yang rumit atau tidak jelas dapat mengindikasiskan

masalah yang serius. Pada dunia bisnis masa kini, struktir hierarkis, dan lapisan-

lapisan manajemen yang saling mengawasi, tengah digantikan dengan organisasi

datar dengan kelompok-kelompok kerja arahan sendiri yang membuat keputusan

tanpa memerlukan banyak lapisan persetujuan. Penekanannya lebih pada

perbaikan berkelanjutan daripada tinjauan dan penialaian periodic. Struktur

organisasi ini mengubah dampak jenis dan sifat pengendalian yang digunakan.

(Rowmney dan Steinbart, 2015: 234). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) di Jember terdapat beberapa posisi terdiri dari.
Kepala Kantor KPKNL

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Seksi Pengolaan Kekayaan Negara

Kepala Seksi Pelayanan Penilaian

Kepala Seksi Piutang Negara

Kepala Seksi Pelayanan Lelang

Kepala Seksi Hukum dan Infomasi

G N o s~ w Db e

Kepala Kepatuhan Internal

Berikut ini adalah bagan atau struktur organisasi dari Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kepala
Kantor

! ¥ —¥ —
Kasi Kasi Kas] Yen Kasi
Klenagtrl;g?n htégtrjlm Pelayanan, | Piutang = | pelayanan P&g?g;;:ﬁn

Informasi Lelang Negara Penilaian Negara

Gambar 3.2: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember, Februari 2018

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,

Februari 2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

3.2.2 Kepegawaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk sebagai
tuntutan dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang bertujuan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan (stakeholder)
dengan pelayanan yang tertib, lancar dan amanah, serta bebas dari pungutan liar
(pungli). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan
kantor Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan
fungsi pelayanan di bidang Kekayaan Negara,Penilaian, Pengurusan Piutang
Negara dan Lelang. Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata
kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan
Peraturan Menteri Keuangan. berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.

Pengelolan kekayaan Negara mengikuti sistem dan tujuan dari Peraturan
Menteri Keuangan agar pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan
sebaik mungkin dan keuangan Negara tidak di rugikan. Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memilik beberapa Seksi yang tersedia
dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Karyawan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki karyawan sebanyak 35
orang. Jumlah Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember dapat dilihat dari Tabel 3.1
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Tabel 3.1: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
profil jumlah karyawan berdasarkan Tingkat Jabatan

No Keterangan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki | Perempuan

1. Kepala Kantor 1 1

2. Sub Bagian Umum

Kepala Bagian 1 6
Pelaksana 3 2

3. Seksi Pelayanan Kekayaan
Negara
Kepala Bagian 1 4
Pelaksana 3 1

4. Seksi Pelayanan Penilaian
Kepala Bagian 1 4
Pelaksana 3

5. Seksi Piutang Negara
Kepala Bagian 1 3
Pelaksana 1 1

6. Seksi Pelayanan Lelang
Kepala Bagian 1 9
Pelaksana 5 3

7 Seksi Hukum dan Informasi
Kepala Bagian 1 4
Pelaksana 3

8. Seksi Kepatuhan Internal
Kepala Bagian 1 3
Pelaksana 2
Total 25 10 35

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Februari 2018

3.3 Kegiatan Pokok KPKNL Jember
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk
sebagai tuntutan dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang

bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan
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(stakeholder) dengan pelayanan yang tertib, lancar dan amanah, serta bebas dari
pungutan liar (pungli). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
merupakan kantor Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang
melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Kekayaan Negara,Penilaian,
Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata
kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan
Peraturan Menteri Keuangan. berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian yang
tercantum pada struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember, yaitu.

a. Kepala Kantor
Kepala kantor memilki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) bertanggung jawab terhadap hasilkeputusan piutang dan lelang negara kepada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

2) memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan
fungsinya sesuia dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Sub Bagian Umum

1) Tugas

Bagiam umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapanan, protokoler, tata usaha, dan rumah tangga.

2) Fungsi

a) Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
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b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) Pelaksanaan urusan keuangan;

d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Seksi pengelolaan kekayaan negara
1) Tugas

Bidang pengelolaan kekayaan negara mempunyai tugas melaksanakan
pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan
di bidang pengelolaan kekayaan negara.
2) Fungsi

a) Penyusunan bahan bimbingan teknis, inventarisasi, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;

b) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan,
pemanfaatan, dan status penguasaan Kekayaan Negara;

c) Penyusunan bahan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban,
pelaporan, dan akuntansi serta penyusunan daftar kekayaan negara;

d) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Pelayanan Penilaian
1) Tugas

Bidang penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan
teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta
Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti
khusus dan usaha.
2) Fungsi

a) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan di bidang penilaiansumber daya alam, properti, properti
khusus dan usaha;

b) Penyusunan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan
informasi di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus
dan usaha;

¢) Penyusunan bahan bimbingan terhadap penilaian;

d) Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.
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e. Seksi Piutang Negara
1) Tugas

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang
negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan
hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian
piutang negara, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik
penanggung hutang atau jaminan hutang.
2) Fungsi
a) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan
penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
b) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan,
keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau
penyelesaian piutang negara;
c) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang
negara;
d) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
e) Pelaksanaan pengurusan piutang negara,;
f) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan
milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
g) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan
pelaksanaan pengamanan, permberdayaan dan pemasaran barang jaminan.
f. Seksi Pelayanan lelang
1) Tugas

Bidang lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengembangan lelang,
dan bimbingan terhadap Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, serta
pengawasan lelang.

2) Fungsi
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a) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
evaluasi. Verifikasi risalah lelang, dan pengembangan lelang;
b) Penyiapan bahan pengawasan lelang;
c) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
d) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Usaha Jasa
Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang.
g. Seksi Hukum dan Informasi
1) Tugas
Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelayanan bantuan hukum dan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan
pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian,
pengurusan piutang negara dan lelang.
2) Fungsi
a) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan hukum,
penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
b) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
c) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
d) Penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas
pengurusan piutang negara;
e) Pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
f) Pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi.
h. Seksi Kepatuhan Internal
1) Tugas
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana
strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan

disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan
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proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal
opinion), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharan perangkat, jaringan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi
sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

2) Fungsi

a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan
akuntabilitas Kinerja;

b) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan intern,
pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;

c) penyiapa bahan koordinasi dan pelaksanaan pemauntauan tindak lanjut
hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di
lingkungan Kantor Wilayah;

d) penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penaganan perkara dan
pemberian pendapat hukum (legal opinion);

e) penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaaan perangkat,
jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

f) penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan

g) penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

3.4 Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Pengelolan kekayaan Negara mengikuti sistem dan tujuan dari Peraturan
Menteri Keuangan agar pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan
sebaik mungkin dan keuangan Negara tidak dirugikan. Piutang Nergara atau
hutang kepada Negara sendiri adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun.
Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang
Pantia Urusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintahan Republik

Indondesia untuk melakukan pengamanan keuangan Negara. Panitia
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beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian,
dan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh unsur Departemen Keuangan Republik
Indonesia.

Panitia ini bersifat interdepartemental, karena anggota-anggota Panitia
diangkat dengan keputusan Menteri Pertama, walaupun panitia ini bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan. Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat
dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya
setempat; kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaan darurat sipil, maka
ketuanya adalah pejabat sipil dan apabila daerah tersebut berada dalam darurat
militer atau kedaan perang, maka Ketuanya dijabat oleh pejabat militer.
Pengurusan piutang negara merupakan salah satu tugas pokok dari seksi Piutang
Negara, yang dimana dalam pengurusannya piutang juga mempunyai cara
penagihan tersendiri.

Prinsip pertama yang dianut dalam pengurusan Piutang Negara adalah due
process of law, yang bermakna, dibitur dipanggil untuk diberi kesempatan
menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan tata cara penyelesaian. Apabila
debitur sepakat mengenai jumlah utang dan cara penyelesaian (mengangsur atau
membayar sekaligus), maka dibuat pernyataan bersama (PB). Pernyataan Bersama
yang tidak dapat dibuat karena alasan yang sah, akan digantikan dengan
menerbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) oleh DJKN/PUPN.

Debitur yang tidak mampu melunasi akan ditawarkan alternatif
penyelesaian lain seperti:

a. debitur diberi kesempatan menjual sendiri barang jaminan;

b. penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;

c. kemungkinan diberi fasilitas restruturisasi oleh penyerah piutang, ditarik dari
PUPN terlebih dahulu.

Selain pendekatan non-eksekusi, PUPN /DJKN memiliki kewenangan
untuk melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan
Pelelangan Barang jaminan. Kewenangan lain yang dimiliki oleh PUPN/DJKN
dalam penagihan Piutang Negara yaitu melalui:

a. pencegahan berpergian ke Luar Negerti;
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b. pemblokiran harta Kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan penyitaan
rekening di Bank; serta

c. paksa Badan.
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BAB 5. KESIMPULAN

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada bidang Piutang Negara dalam hal
mengurus hutang negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. prosedur Piutang Negara pada Kantor Pelayanan di awali dengan penyerah
piutang menyerahkan pengurusan Piutang/ Kredit macet yang disampaikan
secara tertulis dan disertai resume dan dokumen pada Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN). Kantor Pelayanan akan meneliti Surat Penyerahan Piutang
Negara. Kantor Pelayanan akan melakukan panggilan kepada Penanggung
Hutang, saat Penanggung Hutang datang maka akan dibuat Pernyataan
Bersama akan tetapi ketika Penanggung Hutang tidak datang maka Kantor
Pelayanan akan membuat Surat Pernyataan Jumlah Piutang Negara. Kantor
Pelayanan akan menerbitkan Surat Paksa saat Penanggung Hutang tetap tidak
membayarkan Hutangnya. Pembayaran hutang dapat dilakukan dengan
melelang barang jaminan.

b. kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )KPKNL) Jember pada seksi
Piutang Negara penulis mendapatkan banyak pengetahuan. Perubahan pada
Peraturan Menteri Keuangan membuat Surat Paksa dan Surat Penetapan
Jumlah Piutang Negara harus mengalami sedikit dirubah. Menginput data
Piutang Negara lunas pada web yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan.
Pada Sub Bagian Umum terdapat banya Surat masuk yang dikirim dari luar

kepada Seksi yang ada di Kantor Pelayanan.
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LAMPIRAN

A. Surat Izin Praktek Kerja Nyata Mahasiswa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 fember 68121
Telp. {(0331) 337990 — Fax. {0331) 332150

Emee® Email : feb@unej.acid

Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/2017 07 Desember 2017
Lampiran  : Satu Bendel

Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344A Patrang
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan
kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan
melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan

kegiatan tersebut adalah :
'NO | NAMA C NM PROG.STUDI |
1. | Fatimatul Fitriyah 150803102001 | D3 Administrsi Keuangan :
2. | Malika Agustin 150803102003 | D3 Administrsi Kevangan |
3. | Shania Zulfa 150803102013 | D3 Administrsi Keuangan
4. | Daniel Farahan 150803102032 | D3 Administrsi Kevangan |

5. } Sifa Shafira Arifta 150803102047 | D3 Administrsi Keuangan 4

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2018- Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip
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B. Surat Balasan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOSESM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR JEMBER
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

1
Jalan Slamet Riyadl 344 A Pauang Jermber 68 akinocid
i A S
Top_(0331) 420758, 428759, Faks_(0331) 428760, website wrw kprnijember djkn

y g 17
Nomor S-14)) WKN. 10/KNL 0412017 27 Dby 0
Sifat :  Biasa
Hal Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

JI. Kalimatan 37, Bumi Tegal Boto
Jember

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor - 8862/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 07
Desember 2017 hal Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), pada prinsipnya kami
tidak keberatan menerima kegiatan Praktek Kerja Mahasiswa an. Shania Zulfa, terhitung
mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang
berlaku di KPKNL Jember yakni - Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, dan Pulang Kantor pukul
17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

’@ tor,
iy N
/f/:T i ___,)
+ 7

(" {"
\\.\\\ ‘Prijo Wibowo
“ P NIP 19630905 198203 1 001 ’VX

N

Tembusan .

1. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Umum KPKNL Je
2. Shania Zulfa dkk, y oK
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C. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor :06YO/UN25.1.4/KR/2018
Lampiran  : 1 (satu) lembar

Perihal . Permohonan Nilai PKN
Yth. Pimpinan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DI JEMBER.

di-
Jember

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat
kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian
terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhimya pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

o “a.n: Dekan,
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG]
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 126 ~ Telp (0331) 337990 - Fac (0331) 332150
Jamber 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

B e NILAI [0
| NO | INDIKATORPENILAIAN | sncis Hunur‘_‘
| 1. Kedisiplinan _ e I3 W 6‘1&“
| 2. | Ketertiban : \96‘ 0@‘9‘ éﬂk ‘
3. bpirAesrtiaAs; Kerjva Hasi ol }7@ 6“"
| 4 h;;o;ainan X __\96 7 gy &f
T s d
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : Fatimatul Fitriyah
NIM : 150803102001

Program Studi :Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Narma ; wf-/;m ,Zanumam

Jabatan : (o fibbagian  Comam

Institusi ¢ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI JEMBER.
Tanda Tangan dan 4 Il

Stempel Lembaga : .oviviiendee dilleibiiionsoiie \

PEDOMAN PENILAIAN

&;_:ANGW | KRITERIA

[ L] - 80 | Sangat Baik

2] Nom | Bak
3, = ' T r e

= ,,__(_’9‘53_‘# _ Cukup Baik

| 30-5 | Kurang Baik
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D. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Stamet Riyad: 344 A Patrang Jember (68111)
Telp (0331) 428758 428758 Fax (0331) 428760 Website www kpknijember djkn co id

DAFTAR HADIR

MAHASISWA MAGANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Nama  Fatimatul Fitriyah
NIM . 150803102001
Jurusan - D3 Administrasi Keuangan

| Tanggal Jam Tanda Tangan
B { Datang Pulang
01 Februari 2018 07.30 17.00 T M/i\. ¥
02 Februari 2018 07.30 17.00 _ 2 1Y >
05 Februari 2018 0730 17.00 3,,_%”, ” _
06 Februari 2018 07.30 17.00 3 . 4 A ‘(4 ﬂ., 3
07 Februari 2018 07.30 17.00 54 w I 3
" 08 Februan 2018 07.30 17.00 y 6 1/~
09 Februari 2018 07.30 17.00 7 7“'”[\ & E
12 Februari 2018 07.30 17.00 3 8_7-)”.,
13 Februari 2018 07.30 17.00 9 _ﬂ.”}, % P
14 Februari 2018 07.30 17.00 ' 10 ,le;' i
15 Februari 2018 07.30 17.00 1 ‘HM" i
[ 19 Februari 2018 07.30 17.00 R 1S
20 Februari 2018 07.30 17.00 13 T’M\" v {.
21 Februari 2018 07.30 17.00 “h 14 ’3"7“”
" 22 Februari 2018 07.30 17.00 15.,).,,/' ;,. i 3.
" 23 Februari 2018 07.30 17.00 ERY "
26 Februari 2018 07.30 17.00 17 }Ml\ !
27F_e_bru_~ar| 2018 07.30 17.00 3 " 18 ‘”ﬂl\
28 Februari 2018 07.30 17.00 19 b
b 1k

Jembgr. 28 Februari 2018
Pembimbing-ag@ng KPKNL Jember

Rahmad Basuki
19790606 20050 1 103
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E. Sertifikat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa
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F. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37  Kampus Bumi Tegal Boto Kotzk Pos 150 Jember 68121
Telp (0331) 317994 Fae H311) 332150
Email (cb@unej ac 1d
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PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Fatimatul Fitriyah
NIM : 150803102001
Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Manajemen

Program Studi - Admunistrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul
PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI KEMENTERIAN KOMONIKASI
DAN INFORMATIKA ( KEMENINFO ) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) DIJEMBER

(Revisi) 3
fosedor Rmguruson Ptony Vlespra cfas BUP Prebensy ferdlo
Socb Lonter Velonjonon Lekonoon Slegoro obn [elong [ PENL) o

....... Fosoisteinsanvianstes

Dosen pembimbing :

—

1
} Nama NIP ‘ Tanda Tangan l
I

| Dr. Elok Sri Utami, M.Si. 19641228 199002 2 001 ‘QZ({‘_._ '

H

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai
tanggal : 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan
masih belum selesai. maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan. dan apabila masih
juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 01 Februari 2018
Kaprodi. Administrasi Keuangan
Fakultas Fkonomi dan Bisnis UNEJ

CATATAN :
1

Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Bémbimbing yang telah ditunjuk

2 Setelah disetujui (ditandatangani), di fot i i
1) Kelum Procrs o oy gani), okopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk

2) Dosen Pembimbing;

3) Petugas administrasi i
) program studi
3 (") coret yang tidak sesuai e AT LA
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G. Kartu Konsultasi Blmblngan Praktek Kerja Nyata

K
EMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 — Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPL
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

OMA 3

Nama :  Fatimatul Fitriyah
NIM : 150803102001
Program Studi :  Administrasi Keuangan
NEGARA DARI  KEMENTERIAN

PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG
KOMONIKASI DAN INFORMATIKA KEMENINFO ) PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) DI JEMBER

S _—
Dr. Elok Sri Utami, M.Si.
01 Februari 2018
02 Juli 2018 s/d

Judul Laporan PKN

Dosen Pembimbing
TMT_Persetujuan
Perpanjangan

| NO. | TGL. KONSULTAS! (SALAY
1 99_"’3"4"% | [Cor st P Tl -, ‘
gl F 8- -

2 B-03-228 |[Sonsttey O ™7 = 0 | e

SR (e e . VAAR
l '1“?_1"*0‘1 a [,(-9544/\:'.0) —xb‘—-«vb S T

,4_3_1—..’—
‘ _ l\d nLt'\ow., ‘M/___

H_—f;.o—yos-amfz A’u_'érvwé T S5 @

7 26-03-20M | [t Bl W os V <
Ls. ;pz—cq-'zo\q M2\ Grbh W
i 9. | - 3’%"@& Spal TR L 1%
Im[ T>,\x« Gv&vw«&?r'ds-i—.\x
’1_2)10-04 2004 ] Ncoe G286 Y
- |—K‘3““’M;S l““""“sﬁ“"la .................

s/d 01 Juli 2018
02 September 2018

J 14. 11 ; iav%(d.(\ /L(LX‘"'J—‘“ N g
5 : = o w1
= . LR
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KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jatan Kalimantan 37 - Kampws Bsmi T223) Boto Kotak Pos §59 Jember 68121
Telp. (6331 337999 - Fac. (0331) 332150

Email - fzb@uneiac.id

2
i § 5 S
' 24 ! i
! : | b, SIS |
2. | ) | i
| N s !
| 26. f ¥
' | D
|z | ,‘
{ i § 4' 27 oo i
E3 f | |
i ., N
129 ! 1
{ i 7 - I LC R
30. I
| " N
|3 ! |
{ | DR 4
{32 | i
| 32 - !
EE) !
{ - < SO
34, | |
| | = ST 2
i | 1]
! ? ez IERES |
Laporan Prakiek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:
Mengetahui, Jember.
Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
' sk

Dr. Elok Sri Utami, M.Si.
NIP. 19641228 199002 2 001
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H. Prosedur Pengurusan Piutang Negara Atas BHP Frekuensi Radio
H.1 Contoh Surat Izin Stasiun Radio

KEMENTERIAN KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

2 Bugi Kemutaan | No 2 ‘o-ma 10110
Teip (021) MO0

| IZIN STASIUN RADIO (ISR} |

Diveluarkan berdasarkan Undang undang No 38 T 1695 tentang Telekomundas dan Peraturan Pelakssnasvya
NOMOR : 01701397-000SU/2020142015

KODE PEMOHON NOMOR APLIKASI NOMOR STASIUN
00104988 00126022014 000

1ZIN PENYELENGGARAAN
NO
TGL

DIBERIKAN KEPADA

ALAMAT cn——e s 4
DUSUN NGANJUKAN RT 01 RW 02, DESA
KARANGSARI KEC SEMPU KAB BANYUWANG!, JAWA
TIMUR SEMPU 68465
BANYUWANG! SEMPU JAWA TIMUR

NAMA PENANGGUNG JAWAB KETUA

TANGGAL TERBIT 12 Feb 2014 TANGGAL BERAKHIR 11 Feb 2015

JENIS IZIN STASIUN. BC - Broadcasting Staton Sound
RADIO

JENIS DINAS
NAMA STASIUN

Sound Broadcasting Service

ALAMAT STASIUN DUSUN NGANJUKAN RT 01 RW 02
DESA KARANGSAR!, KEC SEMPU. KAB
BANYUWANGI. JAVA TIMUR SEMPU
BANYUWANGIIAWA TIMURES45S

TANDA PANGGILAN  PMEFFH
DAERAH LAYANAN SEMPU, KAB BANYUWANGH

BARU KOORDINAT LOKAS! 114" 10 5364 BT 8° 203787 LS
I TINGGI LOKASI (ASL) 1930 m

LEBAR PITA 372 hHiz

KELAS EMIS! FIEHN

DAYA PANCAR 16.021 dBW (40 W)

NOMOR KANAL 203 DATA ANTENA

DATA PERANGKAT RADIO

MEREK, MEREK PT SEMBARANGAN

PEMANCAR  CROWN ? I;‘.-Efm TPE OMNI VHF (RADIO FM)
AZIMUTH

PENERIMA ook
TINGGI ANTENA (AGL) 200m

NOMOR SERI

DATA FREKUENSI

FREKUENSI POLARISAS! DATA STASIUN LAWAN NAMA

TANDA PANGGILAN KOORDINAT

= 1078000 MHz v
RX Mz

KETERANGAN
RADIUS MAXSIMUM 2.5 KM DARI LOKAS! STASIUN PEMANCAR

73 f.) .

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS
SERADA DI LOKAS! PERANGKAT

A AN. Dirextur Jenderal Sumber Daya dan Peranghat Pos dan Informatica

Drektur Operasi Sumber Daya,

.

Perrohona Pengguiengsn Perangiat Racs Ceps! Sapian § (enam) bulsn 3e004eN Masa sty In Dershh

Page 1o 1
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H.2 Contoh Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP
Frekuensi Radio

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA

DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

KEMKOMINFO

JI. Budi Kemuliaan | No. 2, Jakarta 10110 Call Center 021-30003100

Emall; callcenter_sdppi@postel.go.id http:/ /www.pestel.go.id
Nomor 332001/ST1/DJSDPPI/SP.02.04/2/15 Jakarta, 12 Feb 2015
Klasifikasi Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Surat Tagihan Pertama Keterlambatan

Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Kepada
Yth. | P e vk e
DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC. SEMPU, KAB. BANYUWANGI,
JAWA TIMUR

68465 SEMPU

Menunjuk SPP Nomor 0315454, bersama ini disampaikan bahwa kami belum menerima kewajiban pembayaran
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Tahun 12 Februari 2015 sebesar Rp. 2,690,217 (Dua juta
enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas Rupiah) jatuh tempo tanggal 11 Februari 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa pembayaran
PNBP yang lerulang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi
berupa cenda sebesar 2% perbulan dan bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan
penunh dan pada Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar sebesar 2% perbulan dari jumlah kekurangan PNBP yang
terutang dan bagian darn bulan dihitung 1 (satu) buian penuh.

Dengan demikian nemiliki kewajiban
Tagihan BHP Frekuensi Radio yang belum dibayar tahun 2015 dengan Nomor SPP 0332001* sampai dengan

tangza' 11 Maret 2015 sebesar Rp. 2,744,021 (Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua puluh satu
Rupiah). Apabilla pembayaran dilakukan melewati langgal 11 Maret 2015**, maka besaran denda akan
diperhitungkan kembal mengacu kepada tanggal pelunasan sebagaimana rincian perhitungan denda teriampir

Untuk itu dihimbau agar Saudara segera melakukan pelunasan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio ke
Kas Negara melalu Bank Mandiri terdekal

Demixian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

s,

Tembusan Yth.
1 Dirjen SDPPI,
2 Sekditjen SDPPI,
3. Kepala UPT Ditjen SDPPI JAWA TIMUR
Catatan 1 * Nomor SPP akan berubah b nel i
** tanggal pembayaran ¥ E: Simitean 99al batas waktu pembayaran.
2 Harap menghubungi Cail Centre SDPPI melalul No Telp . (021) 3000 3100 atau
emall calicenter_sdppi@postel go.id untuk mendapatkan Nomor SPP terbaru (perubahan)
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H.3 Contoh Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio

ihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuens) Radlo
Lampiran Surnt TAUEAT TDIBOPPISP 02 04112 Februar| 2018

Yanggal 12 Februart 2019

finclan Pechitungan Tagihan BHP Frokuens! Radio

Nomor Aplikaal 00126022014

Nomor SPP 0332001

Penode 12 Februarl 2016 - 11 Februari 2016
No Khen 001045068

Nama Perusahaan

wohulonplpada

AN

Dwnita b1y
Tagihan (Fokok) + Denda 1 y 7
Denda Bulan 2 54 4680 8K Rp 108.685
Tagihan (1) + Denda 2 Rp 2,798,901 11 Apnl 201
Denda Bulan 3 Rp 55078 Rp 164 663
Taghan (2) « Denda 3 Rp 2,854,879 1 Mel_2015)

Denda Bulan 4 Rp 57.()9[;l ' Rp 221,760
Taghan (3) + Denda 4 2,911,977 11 Juni_2015)

Denda Bulan 5 Rp 58240 Rp 280,000
Tagihan (4) ~ Denda & Rp 2.970,217 11 Jul_2018]

Denda Bulan 8 IRp 60,404 Rp 339,404
Taghan (5) + Denda 6 Rp 3,029.621 11 Agustus 2015

Denda Bulan 7 [Rp 60,692 Rp 399.997
Tagihan (E) + Denda 7 3.090.213] 11 Seplember 2015

Denda Bulan 8 Rp 61,804 Rp 461801
Tagitian (7) + Denda 8 PL 3.162.017] 11 Oklober 2015|

Denda Bulan § Rp 63,040 Rp 524,841
Toghan (8, + Denda 9 Rp 3.215.057] 11 November 2015

Derda Bulen 10 Rp 64 301 ]Rp 589,143
Tagihan (9) + Denda 10 Rp 3.279.356] 11 Desember 2015

Denca Butan 11 Rp 65,587 |Rp 654,730
Tagnan (10) » Denda 11 Rp 3.344 945 11 Januari 2018

Denoca Bulan 12 Rp 66,899 IRD 721,629
Teghan 11) + Denda 12 Rp 3411844 09 Februar 2016]

Denca Bulan 13 p 68,237 |Rp 789,866
Taginan (12) + Denda 13 i< 3,480,081 11 Mare! 2016

Denda Bulan 14 p 60,602 IRD 859 467
Taginan (13) + Denda 14 4‘% 3.549 683 11 Apni 2016

Denda Bulan 16 p 70,994 Rp 930,461
Tagihan (14) + Denda 15 2 3.620,677] 11 Mel 2016,

Denca Bulan 16 Rp 72414 Rp 1,002,874
Tagihan (15) + Denda 16 i 3,693,001 11 Juni_ 2016

Denda Bulan 17 Rp 73,662 Rp 1,078,738
Tagihan (16) + Denda 17 Rp 3,766,953 A1 Jull 2016]

Denda Bulan 18 Rp 75,339 |Re 1,152,075
Taghan (17) + Denda 18 Rp. 3,842,292 L"_\x&m_wl_

Denda Bulen 19 Rp 76.846 Rp 1,228,921
Tagihan (16) + Denda 19 Fp. 3916.136] 11 Seplember 2016]
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Danda Bulan 20 Rp. 78,383 Rp. 1,307,304
Tashan (1) + Denda 20 Rp. 3997 521 11 Oktober 20186,

Denda Bulan 21 Rp. 79,950 Rp. 1,387.254
Tagihan (20) + Denda 21 Rp 4,077.471[ 11 November 2016]

Denda Bulan 22 Rp 81,549 Rp. 1,468,804
Tagihan (21) + Denda 22 Rp 4,159,020 11 Desember 2016

Denda Bulan 23 Rp 83,180 Rp. 1,551,984
Tagihan (22) + Denda 23 Rp. 4.242.200] 11 Januari 2017]
Denda Bulan 24 Rp. 84,844 Rp. 1,636,828
Tagihan (23) + Denda 24 Rp. 4,327,044 08 Februari 2017
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H.4 Contoh Resume Berkas Kasus Piutang Negara BHP Frekuensi

Radio

Lamgpiran Surat Nomor {392 /DJSDPPILIKOMINFO/ 03 [ 200
200r

Tanggal 3} Mave v

RESUME BERKAS KASUS PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO

1. Penanggung hutang
2 Alamat Penanggung Hutang

3 NPWP
4. PIC Penanggung Hutang
5 Dasar Hukum

Ternjadinya Piutang

6 Jenis Piutang

7 Sebat-sebab Piutang
Dinyatakan Macet

8. Besar Piutang Macet

9. Pembayaran Yang Pernah
Dilakukan

DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC.
SEMPU, KAB. BANYUWANGI, JAWA TIMUR

A WN -

o »

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,

Permen Kominfo No 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,

Permen Kominfo No 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional
Dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

BHP Frekuensi Radio Pokok dan Denda untuk No Aplikasi /

Belum melunasi Piutang BHP Frekuensi Radio

Rp. 5,823,954.00

Lima juta delapan ratus dua puluh ti i i
i P iga ribu sembilan ratus lima puluh empat

74
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10. Usaha yang pemah dilakukan
Penyerah Piutang untuk

menyeiesaikan Piutang Macet - Memberikan Surat Tagihan

a Sural Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP 2015 Rp. 2,911,977.00
Frekuensi Radio Nomor 0332001/DJSDPPI 3/IKOMINFO/02/2015

tanggal 12 Februari 2015;

b Surat Tagihan Kedua Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi
Radio Nomer 0339204/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2015 tanggal 12
Maret 2015,

¢ Surat Tagihan Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi
Raotic Nomor 0347036/DJSDPPI 3/KOMINFO/04/2015 tanggal 12
April 2015,

d. Surat Tagihan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP

Frekuensi Radio Nomor 0418859/0JSDPPI.3/KOMINFO/05/2015
tanggal 12 Juni 2015,

2 a Surat Tagihan Pertama K mbatan P y BHP 2016 Rp. 2,811,877.00
Frekuensi Radio Nomor 0549953/DJSDPPI 3/KOMINFO/02/2016

tanggal 12 Februan 2016,

b. Surat Tagthan Kedua Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi

Radic Nomoer 0558287/0JSDPPI 3/KOMINFO/03/2016 tanggal 12

Maret 2016

¢ Surat Tagihan Ketga Keterlamb. P yaran BHP Frek
Radio Nomor 0566349/DJSDPPI 3/KOMINFO/04/2016 tanggal 12
Aprit 2016

d_Surat Tagihan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP

Frekuens: Radio Nomor 0586349/DJSDPPI.3/KOMINF0O/05/2016
tanggal 12 Juni 20186,

TOTAL
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H.5 Contoh Surat Penyerahan Piutang Negara dari
PNBP BHP Frekuensi Radio

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

‘I”fm”]'p '}”M?MM 7nfomm Tndonesia

KEMKOMINFO Gedung Menara Merdeka Lt. 11 . (1. - 29576486 www.kominfo.go.id
Xtk Kematiaan B 2, Jakarta 10110 T e P 076439 www.postel.go.id
Cail Center . 021-30003100
Nomor . B- (302 /KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03 /20 (3 Jakarta, 7 Maret 20
Kiasifikasi Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal Penyerahan Pelimpahan Piutang Negara dari PNBP

BHP Frekuensi Radio a.n.

Kepada Yth.

PUPN Cab. Surabaya

Melalui kepada KPKNL JEMBER

JI. Slamet Riyadi No. 344 A Jember - 68117 Jawa
Timur Telp. (0331) 428758, 428759, 428699 Fax.
(0331) 428760

Menunjuk pada Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Nega':a.
bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Peran}qkat Pps dan informati a,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyerahkan pengurusan penagihan Piutang Negara dari
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio atas nama

Adapun untuk melengkapi persyaratan penyerahan pengurusan Piutang Negara, kami lampirkan
dokumen-dokumen sebagai berikut

1) Resume Berkas Kasus Piutang BHP Frekuensi Radio; oty

2) Rincian Piutann RBHP Frekuensi Radio a.n

3) Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio;
4) Surat Tagihan Terakhir Surat Peringatan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi
Radio,

5) Salinan ISR (Izin Stasiun Radio) / Surat Keterangan Menggunakan Frekuensi Radio

Selanjutnya diharapkan bantuan Saudara untuk menyelesaikan piutang dimaksud sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan memberitahukan pelaksanaan dan perkembangan pengurusan dimaksud
kepada kami

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.N. SEKDITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS 00 RMATIKA
DlREK}Q;. "RAS MBER DAYA,
iy s

Tembusan Yth,

1. Dirjen SDPPI;

2 Sesitien Kementerian Kominfo;
3. Sekditjen SDPPI,

4, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan;

5. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ditjen Perbendaharaan;
6. Pimpinan ! =2

e <
‘ frmm‘:‘/
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H.6 Contoh Surat Disposisi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
! DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Riyali No JA4A Jember
TELP (U331) 425784 FAKS (0331) 474760

77

LEMBAR DISPOSISTKAN UK PELAY ANAN KERAY AAS NEGARA DA LILANG JENBER

PERHATIAN

arang Mem sahh o 7 m berksy ¢
Dilarang Memuahhan Sehely; Sra pun yang yeng [ergabung &AM R

::xk b ?39 KOMINFO Eaali Dacina g saret 2017
8 i' NFO/DISOPPIISP 02 4432017 Te
Tel Sefst  Segera % AM G{ B |
< No
Nasksh 07 Maret 2017 Kinae 946/ WKN LO/KNL 042017
Lempiran | set
Dari KEMENTERIAN KOMUNIKAS! DAN INFORMAT IKA
Perihal  Penverahan Pelimpahiar Piutang Negara duri PNBPBHP Frekuens Radio aa
I
3 A
KILAT | SANGAT SEGERA | i
Mreruskan Untuk Yih
ISP OSISI KEPAD
Kepala Subbagian Umum
Kepala Sk Pengololaan Kekayaan Negsra
Kepsla Scksi Pelayanan Pendsmn
Kepala Seksi Plutanyg Negara
Kepala Scksi Pelayanan Lelang
Kepala Schsi Hukum dan Informas
Kepala Seks: Kepatidian Internal
TUNIUK
Setge Jawab Sesus Bicarakan Bersama dan Laporkan
Tolsk Perbaiki Catatan Hauinyo
Selesaikan Sesuai Ketontuan yang Berlako Telti & Untuk Dijadwalkan
Pendepat Perhatan Simpan
Tela: & L{m.ﬁ Sapkan Bahan
Verifikas: DRt ee Ingatksn
Edarkan
Harap Dihadirs / Divadoli
Bicarakan
dengan
Seys

caraisy P (b D1
3

Ty Penyciessian Dugjukon Kembsh 19

Penerune Penerine

L oys

Kepade

Petunyad
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H.7 Contoh Surat BKPN Dari KOMINFO

£

Hukum dﬁgz Informasi

»"ﬁta_
by . P
P Inf
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H.8 Contoh Surat Tanda Terima Penyerahan pengurusan Piutang
Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
) KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
5 /fKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jaan Darel Rogad A4 A Pawany savimr 88711
T (0331) 4278758 428753 Fans (G131) 428760 wadnia ww AGROLATLaT Jn /S
(0331) 478760 wadste  www Kor EUoe GEr WS

TANDA TERIMA

PEN' AHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Nomor : 03 /WKN.I0/KNL.0401/2017

Pada hari ini. Senin tangal 20 bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, telan
diterima dari Kementenan Komunikasi dan Informatika Surat Penyerahan Pengurusan
Piutang Negara atas nama :

Surat Penyerahan Nomor . B- 1392/KOMINFO/DJSPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 7 Maret
2017 , benikut terlampir berupa :

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang
Foto Copy Resume Berkas Piutang BHP
Foto Copy Surat Tagihan
Foto Copy Rincian Tagihan BHP

. Foto Cpy lzin Station Radio (ISR)

DB WN -

NIP 19690520 199012 001
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H.9 Contoh Surat Resume Hasil Penelitian Kasus

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
JI SLAMET RIYADI NOMOR 344 A JEMBER- 58111
TELEPON (0X31) 428758, 428759 FAKSIMILE (U331) 428700
RESUME HASIL PENELITIAN KASUS
Nomor RHPK - ©3  (WKN.10/KNL.04 04/2017

1. Penyersh Putang Sekretaris Diektorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika
2 Surat Penyerahan . B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017
3 Peranggung Hutang:
a Nama I
b Alamat Osn Sempu Nganjukan RT.01/RW.02 Ds Karangsarl, Kec. Sempu, Kabupaten
N Banyuwangi
4 Jumiah Penyerahan Dalarn Rupiah Dalam Valas
Hutang Pokok Rp. 4.187.126,00 uss
Bunga Rp - uss
Denda Rp. 1.636.828,00 uss
Ongkos/Beban lain Rp. - uss
Total Rp. 5.823.954,00 uss
5 Desar Hukum terjadinya huteng Perjanjian Kredit Nomor 01701397-00051J/2020142015

8 a Pitang dnyatakan macet 'uan tanggal sejak tahun 2016
Jumiah Praang pads saat dinyatakan macet:

__DalamRupiah ____ Dalam Valas
Hutang Pokok Rp. 4.187.126,00 uss
Bunga Rp. - uss
Denda Rp. 1.636.828,00 uss
Onghos/Beban ian Rp - uss
Total Rp 5.823.954,00 USs$
7 Jamwnan Hutang
& boak ada
8 Usaha Penanggung Hutang
8 Jens Usaha BHP Frekuensi Radio
b Resaaan Usala Saat inl Macet

§ Informas Penting Lainnya /
Parmasaianan
10. Perdapel/Saran

Belum melunasi piutang BHP Frekuensi Radio

Ada dan besamya hutang telah pasti menurut hukum dan dapat diproses lebih lanjut

Kepala Sekst Jember, © April 2017

Pustang Negara P t
o A0
N

NIP 18770320 200212 1 002 e I
N!P\ 19741201 199703 2 001
\

gy s s sl 1O/ Y
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H.10 Contoh SP3N

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A PATRANG - JEMBER 68111
TELEPON (0331) 4208758, 428750 FAKSIMILE (0331) 428760

Nomor SP3N- 9R /PUPNC 18 04/2017
Sifat Biasa
Hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Yth Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Budi Kemuliaan | No. 2- Jakarta
10110

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya
dengan surat Nomor B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP 02 04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017, dengan ini
diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur dapat menerima
penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama !

sebesar

1. Hutang Pokok ~ Rp. .4.187.126,00

2. Bunga Rp -
3 Denda Rp. 1636.828,00
4. Beban Lainnya © Rp -
Jumiah Rp. 5.823954,00
terbilang = (lima h])uxa delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat
rupial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengurusan Piutang Negara beralih kepada
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, JI. Slamet Riyadi

Nomor 344 A Jember

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan
1 Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur
selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
2 Kepala KPKNL Jember u p
a Kepala Seksi Hukum dan Informasi ;
b. Kepaia Seksi Piutang Negara
NoAgd g 0001100

pary. \ghol jmbed/ep /10042011
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H.11 Contoh Surat Panggilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

A SUAMET RIVADK NOMOR 344 A EMBER- 58111
TELERON (2331) 428758 428755 FAKSMILE (0331) 425760

Nomor  S- O%  /WKN.10/KNL 04/2017

Sifat Penting i 1 APR 2017
Lampiran . -
Hal * Panggilan

Yth
Dsn Sempu Nganjukan
RT 01/RW 02,Ds.Karangsari, Kec. Sempu,
Kabupaten Banyuwang!

Dengan ini dibentahukan bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan
Informatika dengan suratnya Nomor B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017

telah menyerahkan pengurusan hutang Saudara kepada PUPN Cabang Jawa Timur, yang pengurusannya
diselenggarakan oleh Kantor i’elayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kedatangan Saudara untuk
mempenanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud pada :

Tanggal : Kamis, 20 April 2017
Pukul 10.00 s/d 15.00 WiB
Tempat KPKNL Jember

JI. Slamet Riyadi 344 A Jember
Menghadap Kepala KPKNL Jember

Demikian agar mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.

e AP
NP 19630905?1982031001‘1
LN
Tembusan
1 Sexretans Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementenan Komunikas: dan informatika
2 Kepaia Kantor Up
a. Seksi Piutang Negara
b. Seksi Hukum dan Informasi
c. Seksi Kepatuhan Intemnal

No Reg

angarpany Kpe jemsedpgl 10042017
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H.12 Contoh Surat Panggilan Terakhir

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JEBLAMET FIYADT HUMOR 344 A JEMBLI- 68111
TELEPON (0331) 428750 420760 FAKSIMILE !WII 420700

Nomor - S- (1S WKN.10/KNL 0472017

Sifat Penting
Lampiran : -

Hal : Panggilan Terakhir
Yth t

Dsn Sempu Nganjukan RT.01/RW.02,Ds.Karangsari, Kec.
Sempu , Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan Surat Panggilan Nomor :
$- 2 /WKN.10/KP 0472017 tanggal 11 April 2017. Oleh karena itu diminta kedatangan Saudara untuk

mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan
kami tersebut paling lambat pada :

Tanggal 24 Mei 2017
Pukul 1000 sd 15.00WiB
Tempat © KPKNL Jember

JI Siamet Riyadi 344 A Jember
Menghadap ~ Kepala Seksi Piutang Negara

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan panggilan terakhir ini, maka kami akan melakukan
penagihan sekalgus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Demikian, agar mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.

Tembusan
1 Sekretarns Direktorat Jenderal Sum!|
2 Kepala KPKNL Jember Up PRENT e o e iomaRe
(@ Seksi Piutang Negara;
b. Seksi Hukum da Informast,
¢ Seksi Kepatuhan Internal
No Reg. 2017.04.00002

83
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H.13 Contoh Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara

" PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
3 CABANG JAWA TIMUR

Jatan Siwmel Riad Normor 344 A et 88111
Tewpon  (Q121) 438158 478756 Fenmma  (0)11) 428780

KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR
NOMOR PJPN. /4 PUPNC 18 04/2017

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang a Bahwa sesua dengan Surat Penerimaan Pengurusan Putang Negara
Nomor SPIN-02/PUPNC 18 04/2017 tanggal 06 Apnl 2017 maka
kewenangan penaurusan Piutang Negara atas nama

beralih kepada Pania Urusan
Pustang Neoara Cabang Jawa Timur,

b Bahwa tidak
memenuhi
1 Surat Panggilan Nomor ! S-02/WKN.10/KNL 04/2017 tanggal 11 April
2017

2 Surat Panggian Terakhir Nomor S-615/WKN 10/KNL 04/2017 tanggal 10
Me: 2017 sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama.

¢ Bahwa sebaga dasar untuk meiakukan penagihan dengan Surat Paksa, periu
menetapkan jumiah Pitang Negara yang adanya dan besamya telan pasti
menurut hukum yang wagb diunasi oleh Penanggung Hutang

Wengngat 1 Undang-undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tentang Pantia Urusan

Putang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2104)

2  Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara can Badan Urusan Puutang Negara,

3  Kepulusan Menten Keuangan Nomor 81/KMK 08/2012 tentang Panitia
Urusan Putang Negars

4 Peraturan Menen Keuangan Nomor 240/PMK 06/2016 Tentang
Pengurusan Pistang Negara

§ Keputusan Menten Keuangan Nomor 58/KM 06/2017 tanggal 02 Maret
2017 wntang Pemberhentan dan Pengangkatan Ketua merangkap Anggota
PUPN Cabang dan Anggota PUPN dan Unsur Kementenan Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  KEPUTUBAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA
TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAM PIUTANG NEGARA ATAS NAMA

PERTAMA Jumiah Putang Negara yang wajib dilunasi/ diselesaikan oleh
kepada Negara C

Sekretans Divektorat Jenderal Sumber Daya dan Pera na

adalah sebesar Rp 5 823 954 00 ( Lima juta munng::;Pos ]

dua puluh i
sembdan ratus hma puluh empat rupiah ) dengan nncian sebagai bzd:m o

a Hutang Pokok Rp 4 187 126,00 lapa
twjuh nbu seratus dua puluh enam ruphh)?smpm N SR T P sy
b Bunga dan denda Rp 1636 828,00 (Satu juta enam

enam rbu delapan ratus dua puluh dela fatus tiga puluh
¢ Ongkos -ongkos Lain Rp ( Nind ) P Rupian);
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d. Apabila Saudara menyelesaikan hutang dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
diterbitkan, akan dikenakan biaya administrasi Pen_gurqsan E’xutang Negara
sebesar 1% (satu persen) dari sisa hutang yang wajib d|luna§l. Setelah Igwat
wakiu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan _akan dikenakan biaya
administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari sisa hutang yang wajib
dilunasi, melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jember Alun - alunl\

nomor atas nama Bendahara Penerimaan KPKNL!
Jember.
KEDUA © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

§allnan Keputusan ini disampaikan kepada :

(1 Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur;

2 Ketua Perkumpulan Penyiaran Komunitas Pendidikan Fresh FM

Dsn. Sempu Nganjukan RT. 01/RW.02, Ds. Karangsari, Kec. Sempu, Kabupaten
Banyuwangi;

Sekretans Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
Kepala Seksi Hukum dan Informasi;

Kepala Seksi Piutang Negara.

o b w

@ oL eut

Ditetapkan di : Jember

Cabang JawaTimur

NIP 19630903

.

98203 1 oo1f
Register BKPN 12017.04.00002
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H.14 Contoh Surat Paksa

=

Menimbang

Mengingat

Memerintahkan

BERD.

pDEMI KEADILAN
ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SURAT PAKSA
Nomor SP- 225/PUPNC.18/2017

kat Pos dan
at Jenderal Sumber Daya dan Perang .
Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Pos dan |nformag:;a,
B~1392/KOM|NFOIDJSDPPIISP,02.04103_12
telah menyerahkan pengurusan piutang

pahwa Direktor
informatika Cq.
dengan surat nomar.
tanggal 07 Maret 2017

Negara atas nama kepada Panitia Urusan piutang Negara

Cabang Jawa Timur; "

i iti jutang Negara Nomor
bahwa telah terbit Keputusan Panitia Urusan Piu
PJPvr:A14/PUPNC.18.04/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan
Jumiah Piutang Negara atas nama

bahwa
r masih mempunyal hutang kepada Negara yang belum

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

dengan nincian ! )

1) Hak Penyerah Piutang sebesar Rp 5.823.954,00 (Lima juta dglapan
ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

2) ‘Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% darn hak
Penyerah Piutang sebesar Rp. 58.240,00 (Lima puluh delapan ribu
dua ratus empat puluh rupiah) apabila dilakukan pembayaran
sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 dan/atau Biaya
Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Hak Penyerah
Piutang sebesar Rp. 582.395,00 (Lima ratus delapan puluh dua ribu
tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) apabila dilakukan
pembayaran setelah tanggal 05 Oktober 2017,

bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan

tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap

Undang-undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tanggal 14 Desember
1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara No
156, Tambahan Lembaran Negara No. 2104);

Peraturan Pemrintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada
Kementernian Keuangan,

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tanggal 30
Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162),

Peraturan Mentern Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 Tentang
Keanggotaan dan Tata Kera Panitia Urusan Piutang Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 993) .

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KM.6/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KM.6/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang dan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang
dan Unsur Kementerian Keuangan,

MEMUTUSKAN :

untuk segera membayérﬂ hutangn-ya ' kepada Negara Cq. Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sejumlah Rp

5.823 954,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus
dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang
1% dan/atau 10% dari saldo Hak Penyerah Piutang sesuai
peraturan perundang-undangan, dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh

lima puluh empat rupiah)
Negara

empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

86
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Mmmnmm

1. PERKUMPULAN
% RT PENYIARAN KOMUNITAS PENDIDIKAN FRESH FM. Dsn Sempu
2 Noanukan 01RW 02 Ds K
0 arangsan Kec Sempu. Katupaten

Dikeluarkan & Surabays
Pada tangge!
Ketua Pantia,

NIP 19620220 198311 1 001
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H.15 Contoh Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas

g G
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

Jalan Slamet Riyadi No.344A Jomber 68111
Telepon . 0331-428758-9,428669 faksimile : 0331-428760

Nomor SPPNL-0)| /PUPNC 18.04/2018
Sifat Segera 0 4 JAN 019
Hal Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas y
Yth
Jalan Gatot Subroto Ruko Ketapang 4-5
Banyuwangi

Pengurusan Piutang Negara atas nama ' . yang kami terima

dar Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas Il Probolinggo sesuai dengan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-26/PUPNC.18.04/2017 tanggal 08 Juni 2017
yang citetapkan sebesar 1
) ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%

Setelah diperhitungkan dengan pembayaran terakhir yang dilakukan melalui
Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Jember sesuai bukti pembayaran berupa Nota
Pembayaran nomor 01/2018 tanggal O4Januari 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi
dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama saudara telah LUNAS.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. Ketua Panitia

k@a PUPN Cabang Jawa Timur
e,
N \__/

NIP. 19630905 198203 1 001 ~)

Tembusan :
1 Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku
Ketua PUPN Cab Jawa Timur;
2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas |l Probolinggo
3. Kepala KPKNL Jember up
a.Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
b Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register : 2017.06.00026
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